WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA AKUISISI ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pada
Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka dipandang
perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Akuisisi Arsip Statis.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3243);
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

‘Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA AKUISISI ARSIP

STATIS

BAB1I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

B |

Daerah adalah Kota Blitar

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

Walikota adalah Walikota Blitar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembanfu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan

kearsipan.
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Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah yang memiliki fungsi, tugas,
dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan di daerah.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan arsip dinamis.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilaiguna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan.

Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau referensi,
jenis arsip, dan keterangan yang Dberisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai’ kembali, atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan,
preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam
suatu sistem kearsipan nasional.

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis
pada LKD yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis
dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada LKD.

Penilaian Arsip adalah proses menentukan jangka waktu simpan dan
nasib akhir arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya
serta karakteristik fisik /nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui
langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit

informasi,
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Verifikasi secara langsung adalah verifikasi terhadap arsip yang
tercantum dalam JRA yang berketerangan permanen;

Verifikasi secara tidak langsung adalah verifikasi terhadap arsip
khususnya arsip negara yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki
nilai guna kesejarahan dengan didukung oleh bukti-bukti berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penyerahan arsip statis adalah prosés penyerahan arsip statis dari
Perangkat Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga
pendidikan termasuk lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta

yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri kepada
LKD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam

rangka akuisisi arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah

Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan :

a.

mewujudkan terciptanya dan tersedianya arsip di seluruh perangkat
daerah dengan baik, benar, dan autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang sah;

mendorong terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dalam rangka
melindungi kepentingan negara dan masyarakat;

menjamin keselamatan dan keamanan arsip Pemerintah Daerah; dan

meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang informasi kearsipan.

BAB 11
TATA CARA

Pasal 4

Tata cara akuisisi arsip statis sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 September 2020
WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Rudy Wijonarko
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 69

~ Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

o

AHMAD TOBRONI, S.H
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA AKUISISI ARSIP STATIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip statis sebagai bukti
pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara perlu dijamin keselamatan arsipnya baik
secara fisik dan informasinya sehingga tidak mengalami kerusakan
atau hilang. Penyelamatan arsip tersebut diatas dilakukan melalui
penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip dan akuisisi oleh Lembaga
Kearsipan Daerah. Oleh karena itu Lembaga Kearsipan Daerah
berkewajiban melaksanakan akuisisi arsip statis dari Organisasi
Pemerintah Daerah, BUMD, organisasi  politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan termasuk lembaga pendidikan
swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara

dan/atau bantuan luar negeri.

Pelaksanaan akuisisi arsip statis merupakan tindak lanjut dari
kegiatan monitoring keberadaan érsip yang memiliki potensi arsip statis
yang berada di lingkungannya. Monitoring dilakukan dengan cara
penelusuran arsip statis di lingkungan pencipta arsip dengan tujuan
untuk memudahkan pelaksanaan akuisisi arsip oleh Lembaga
Kearsipan Daerah. Lembaga Kearsipan Daerah harus melaksanakan
akuisisi arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan
peraturan perundang- undangan. Untuk maksud tersebut perlu
disusun Tata Cara Akuisisi Arsip Statis sebagai panduan teknis bagi
Lembaga Kearsipan Daerah dalam melaksanakan kegiatan akuisisi arsip

statis.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud disusunnya tata cara ini adalah untuk memberikan
panduan kepada Lembaga Kearsipan Daerah dalam melakukan

akuisisi arsip statis.
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6. Daftar Pengiriman Arsip
DAFTAR PENGIRIMAN ARSIP

Nama Instansi Deeeees (a) ...... No. Pengiriman : ......... (b)

Seri dan Judul A (€) ...... Tanggal D eeeeen (d) vevernnnnns

...........

Petunjuk Pengisian :

(a) Nama Instansi : diisi dengan nama pencipta arsip

(b) Nomor Pengiriman : diisi dengan nomor urut pengiriman arsip

(c) Judul : diisi dengan judul series arsip yang dikirim
(d) Tanggal : diisi dengan tanggal/waktu pengiriman arsip
1. Nomor Boks : diisi dengan nomor boks arsip

2. Nomor Arsip : diisi dengan nomor unik /pengenal arsip

3. Judul Dekripsi : diisi dengan judul informasi arsip

4. Jumlah - : diisi dengan kuantitas/volume arsip

5. Kurun waktu : diisi dengan kurun waktu arsip tercipta

6. Keterangan : diisi dengan informasi khusus yang

penting untuk diketahui, seperti: kertas
rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran
tidak ada, dan sebagainya.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

) _ ) SANTOSO
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

!

AHMAD TOBRONI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008
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